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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT yang telah
memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga dapat tersusun
Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 pada Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bantul yang berupa Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan
Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan sampai dengan akhir
tahun 2024.

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah. Laporan Keuangan ini merupakan laporan yang menggambarkan tentang
pertanggung jawaban keuangan yang dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Bantul untuk tahun anggaran 2024.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan 31 Desember 2024 ini masih belum
sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang
membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat
menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta dapat meningkatkan akuntabilitas
publik.

Bantul, Januari 2025
Kepala Satuan,

—— s

Raden Jati Bayubroto, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700525 199003 1 002
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PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yang
terdiri dari: (a) Surat Pernyataan, (b) Laporan Realisasi Anggaran APBD, (c) Laporan
Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, (e) Neraca, (f) Catatan atas Laporan Keuangan

sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang
memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Bantul, Januari 2025
Kepala Satuan,

—— LR

Raden Jati Bayubroto, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700525 199003 1 002
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BAB |
PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik diperlukan adanya
akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya kepada masyarakat. Dengan akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas
kegiatan penyelenggaraan kepemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara/daerah. Salah satu media untuk
memenuhi hal tersebut adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang handal dan tepat
waktu serta dipublikasikan kepada masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
adalah salah satu entitas akuntansi dari Pemerintah Kabupaten Bantul yang berkewajiban
menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun
Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban serta transparansi
kepada DPRD dan Masyarakat, selanjutnya Laporan Keuangan yang telah disusun
diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan/perbandingan Laporan Keuangan
untuk tahun- tahun anggaran selanjutnya dan akan dikonsolidasi dengan Laporan Keuangan

SKPD lainnya menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyajikan informasi yang
relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang
dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan.

Penyusunan Laporan Keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam

melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasilyang dicapai dalam pelaksanaan

kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka :

a. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dalam mencapai
tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;

b. Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul selama satu periode
pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian
atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Bantul untuk kepentingan masyarakat;

" N
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c. Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat,
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara
terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawabanpengelolaan sumber daya dan

ketaatan pada peraturan perundang-undangan .

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah memberikan informasi tentang :
1. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan
anggaran yang ditetapkan;
2. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan serta hasil-hasil yang
telah dicapai; dan

3. Perubahan posisi keuangan SKPD selama pelaksanaan APBD tahun 2024.
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan
pemerintah, yaitu :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

¢. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;

e. Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

h. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
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Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul sebagai berikut:
BAB | PENDAHULUAN
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
BAB Il EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET
KINERJAAPBD
2.1. Ekonomi Makro
2.2. Kebijakan Keuangan
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja
APBD BAB Il IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA
KEUANGAN
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang
telah ditetapkan
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada
dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran
5.2. Penjelasan Neraca
5.3. Penjelasan Laporan Operasional
5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP
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BAB I
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET
KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Sebagai satuan kerja pemerintah daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Bantul merupakan pusat pertanggungjawaban yang dipimpin oleh kepala satuan kerja dan
bertanggung jawab atas entitasnya. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)
tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala yang ada atau mungkin timbul.
Adapun rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul adalah sebagai
berikut:

VISI
Sebagai pandangan ideal untuk mewujudkan cita-cita sebuah organisasi, maka pernyataan
visi telah dirumuskan secara bersama-sama untuk menjadi pedoman bersama dalam
mewujudkan cita-cita Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul. Adapun pernyataan visi
adalah: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan
Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka
Tunggal lka”.
Pernyataan visi di atas merujuk pada ciri-ciri pemerintahan yang baik (Good Governance)
yang antara lain ditandai dengan adanya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia,
terwujudnya pemerintahan yang transparan dalam arti terbukanya informasi bagi semua pihak
yang berkepentingan, dapat dipertanggungjawabkan, efektif dan efisien serta
terselenggaranya pelayanan prima bagi masyarakat.

MISI
Adapun misi yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
adalah Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya
istimewa

TUJUAN
Tujuan adalah suatu target kinerja yang dapat dicapai dalam waktu tertentu dan terukur.
Dengan mempertimbangkan kondisi strategis yang ada maka telah ditetapkan vyaitu
Mewujudkan peningkatan kualitas masyarakat berbudaya

SASARAN
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur,
spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangkas waktu tertentu.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan adalah Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban

4
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KEBIJAKAN

Keberadaan institusi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul adalah sangat strategis

dalam penyelenggaraan pemerintahan, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan
perlindungan masyarakat sebagai konsekuensi untuk menciptakan kabupaten yang harmonis,
tenteram, tertib dan teratur.
PROGRAM
Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan
oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan
masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Program-program yang
ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul tahun 2024 adalah sebagai berikut :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.
KEGIATAN
Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi
pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program vyang telah ditetapkan dengan
memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam
kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja dan rencana pencapaiannya. Kegiatan yang
dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai
berikut:
1. Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keiistimewaan
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
Administrasi Umum Perangkat Daerah;
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

© N o g bk~ oD

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

9. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

10. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

11. Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya
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2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada
tahun 2024 juga dilaksanakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai entitas

akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan
yaitu tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan
memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kewajaran, serta taat pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

2. Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis
belanja;

3. Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran

daerah dilaksanakan melalui kas daerah.

23. Indikator Pencapaian Target Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menunjukkan sesuatu
yang harus dicapai atau diwujudkan instansi pemerintah atas kegiatan yang dilakukannya

pada periode tertentu sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya.

Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul melaksanakan 3 (tiga)
program dengan 11 (sebelas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) subkegiatan. Pencapaian target

kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sampai dengan akhir tahun anggaran

2024 dapat diuraikan melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu sebagai
berikut:




Tabel 2. 1

Capaian Target Kinerja Tahun 2024
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1 Meningkatnya PROGRAM PENUNJANG Capaian Nilai Akuntabilitas Nilai 81 9.529.980.399 | 83,16 9.058.197.973 | 102,67% 95,05%
Ketenteraman URUSAN PEMERINTAHAN Kinerja Instansi Pemerintah
dan Ketertiban | DAERAH KABUPATEN/ (AKIP)
Umum KOTA
1.1 Perencanaan, Capaian Kinerja Persen 100 26.607.500 100 26.607.500 | 100,00% 100%
Penganggaran, dan Evaluasi | Perencanaan dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah
1.1.1 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Dokumen 4 8.377.500 4 8.377.500 | 100,00% 100%
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat
Daerah Daerah
11.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Laporan 1 18.230.000 1 18.230.000 | 100,00% 100%
Daerah Kinerja Perangkat Daerah
1.2 Administrasi Keuangan Capaian Kinerja Persen 100 7.873.105.388 | 100 7.415.454.720 | 100,00% 94,19%
Perangkat Daerah Pengelolaan Administrasi
Keuangan Perangkat daerah
1.21 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima | Orang/bulan 50 6.113.067.980 50 5.659.805.409 | 100,00% 92,59%
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN
1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan Jumlah Dokumen Dokumen 3 1.760.037.408 3 1.755.649.311 | 100,00% 99,75%
dan Pengujian/Verifikasi Penatausahaan dan
Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD
7
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Administrasi Kepegawaian Capaian Kinerja 437.452.100 434.274.780 99,27%
Perangkat Daerah Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah
1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas Paket 1 36.338.000 1 36.335.000 100% 99,99%
beserta Atribut beserta Atribut Kelengkapan
Kelengkapannya
1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan | Orang 235 401.114.100 | 235 393.725.914 100% 99,21%
Pegawai Berdasarkan Tugas Tugas dan Fungsi yang
dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan
14 Administrasi Umum Capaian Kinerja Persen 100 162.077.875 | 100 158.736.350 100% 97,94%
Perangkat Daerah Pengelolaan Administrasi
Umum Perangkat Daerah
1.41 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Paket 12 38.491.435 12 38.480.850 100% 99,97%
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
14.2 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Laporan 12 5.000.000 12 5.000.000 100% 100%
Kunjungan Tamu
143 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Laporan 12 113.606.800 12 110.277.500 100% 97,07%
Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Rapat
SKPD Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
144 Penatausahaan Arsip Dinamis | Jumlah Dokumen Dokumen 12 4.979.640 12 4.978.000 100% 99,97%
pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis
pada SKPD
1.5 Pengadaan Barang Milik Capaian Kinerja Pengadaan | Persen 100 22.755.000 | 100 21.700.000 100% 95,36%
Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah
Pemerintah Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
1.5.1 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Unit 10 2.755.000 10 2.700.000 100% 98,00%
Disediakan
7
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Pengadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan Unit 20.000.000 19.000.000 95,00%
Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang
Disediakan
1.6 Penyediaan Jasa Penunjang | Capaian Kinerja Penyediaan | Persen 100 384.886.296 | 100 380.633.704 100% 98,90%
Urusan Pemerintahan Jasa Penunjang Urusan
Daerah Pemerintahan Daerah
1.6.1 Penyediaan Jasa Peralatan Jumlah Laporan Penyediaan Laporan 12 384.886.296 12 380.633.704 100% 98,90%
dan Perlengkapan Kantor Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
1.7 Pemeliharaan Barang Milik Capaian Kinerja 95 100 623.096.240 | 100 620.790.919 100% 99,63%
Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Barang Milik
Pemerintahan Daerah Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah (%)
1.71 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Unit 52 511.453.790 52 511.377.590 100% 99,99%
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan, Pajak dan yang Dipelihara dan
Perizinan Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan
Operasional atau Lapangan Perizinannya
1.7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin Unit 50 21.600.000 50 21.540.000 100% 99,72%
Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara
1.7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Unit 1 90.042.450 1 87.873.329 100% 97,59%
Gedung Kantor dan Bangunan | Bangunan Lainnya yang
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
9
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Meningkatnya PROGRAM PENINGKATAN Persentase Peraturan 7.201.187.917 6.902.218.168 95,85%
Ketenteraman KETENTERAMAN DAN Daerah dan Peraturan
dan Ketertiban | KETERTIBAN UMUM Kepala Daerah yang
Umum Ditegakkan
21 Penanganan Gangguan Persentase Pelanggaran Persen 100 5.527.404.330 | 100 5.253.738.344 100% 95,05%
Ketenteraman dan Katantribmas yang
Ketertiban Umum dalam 1 Ditindaklanjuti
(Satu) Daerah Kabupaten/
Kota
211 Koordinasi Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 12 5.000.000 12 4.500.000 100% 90,00%
Ketenteraman dan Ketertiban Pelaksanaan Koordinasi
Umum serta Perlindungan Penyelenggaraan
Masyarakat Tingkat Ketenteraman, Ketertiban
Kabupaten/Kota Umum dan Perlindungan
Masyarakat Tingkat
Kabupaten/Kota
21.2 Pemberdayaan Perlindungan Jumlah Dokumen yang Dokumen 1 478.808.548 1 471.204.564 100% 98,41%
Masyarakat dalam rangka Memuat Hasil Pemberdayaan
Ketentraman dan Ketertiban Perlindungan Masyarakat
Umum dalam rangka Ketenteraman
dan Ketertiban Umum
2.1.3 Peningkatan Kapasitas SDM Jumlah SDM Satuan Polisi Orang 1600 210.750.000 | 1600 209.050.000 100% 99,19%
Satuan Polisi Pamongpraja Pamongpraja dan Satuan
dan Satuan Perlindungan Perlindungan Masyarakat
Masyarakat Termasuk dalam yang Ditingkatkan
Pelaksanaan Tugas yang Kapasitasnya
Bernuansa Hak Asasi Manusia
214 Kerja Sama antar Lembaga Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 2 4.930.000 2 4.930.000 100% 100%
dan Kemitraan dalam Teknik Pelaksanaan Kerja Sama
Pencegahan dan Penanganan | antar Lembaga dan Kemitraan
Gangguan Ketentraman dan dalam Teknik Pencegahan
Ketertiban Umum Kejahatan
10




00004

Penyusunan SOP Ketertiban Jumlah Dokumen SOP Dokumen 5.025.000 5.025.000
Umum dan Ketenteraman Ketertiban Umum dan
Masyarakat Ketenteraman Masyarakat
yang Telah Dibuat dan
Dimutakhirkan
216 Pencegahan Gangguan Jumlah Laporan Gangguan Laporan 12 4.265.546.464 12 4.020.944.522 100% 94,27%
Ketenteraman dan Ketertiban Ketenteraman dan Ketertiban
Umum Melalui Deteksi Dini Umum yang Dicegah Melalui
dan Cegah Dini, Pembinaan Deteksi Dini dan Cegah Dini,
dan Penyuluhan, Pelaksanaan | Pembinaan dan Penyuluhan,
Patroli, Pengamanan, dan Patroli, Pengamanan, dan
Pengawalan Pengawalan
217 Penindakan Atas Gangguan Jumlah Laporan Gangguan Laporan 100 549.836.678 | 100 535.584.258 100% 97,41%
Ketenteraman dan Ketertiban Ketenteraman dan Ketertiban
Umum berdasarkan Perdadan | Umum berdasarkan Perda
Perkada Melalui Penertiban dan Perkada Melalui
dan Penanganan Unjuk Rasa Penertiban dan Penanganan
dan Kerusuhan Massa Unjuk Rasa dan Kerusuhan
Massa yang Dilakukan
Penindakan
218 Penyediaan Layanan dasar Jumlah Laporan Penyediaan Laporan 12 5.005.000 0 0 0% 0%
dalam rangka Dampak Layanan Dampak Penegakan
Penegakan Peraturan Daerah Perda dan Perkada yang
dan Perturan kepala daerah Terlayaniumlah Laporan
pemberian pelayanan dasar
kepada warga Layanan yang
ter Dampak Penegakan Perda
dan Perkada yang Terlayani
219 Pengadaan dan Pemeliharaan | Jumlah Saranadan Prasarana | Unit 30 2.502.640 30 2.500.000 100% 99,89%
Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban
Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia
Umum
11
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Penegakan Peraturan Persentase Pelanggaran 1.664.783.587 1.639.479.824 98,48%
Daerah Kabupaten/Kotadan | Perdayang Ditindaklanjuti
Peraturan Bupati/Wali Kota
221 Sosialisasi Penegakan Jumlah Laporan Hasil Laporan 12 742.054.922 12 735.255.826 100% 99,08%
Peraturan Daerah dan Pelaksanaan Sosialisasi
Peraturan Kepala Daerah Penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah
222 Penanganan Atas Jumlah Laporan Pelaksanaan | Laporan 12 791.115.665 12 779.898.998 100% 98,58%
Pelanggaran Peraturan Penanganan Atas
Daerah dan Peraturan Kepala Pelanggaran Peraturan
daerah Daerah dan Peraturan kepala
daerah Sesuai SOP
223 Pengawasan Atas Kepatuhan Jumlah Laporan Hasil Laporan 12 131.613.000 12 124.325.000 100% 94,46%
Terhadap Pelaksanaan Pelaksanaan Pengawasan
Peraturan Daerah dan yang Dilakukan Terhadap
Peraturan Kepala Daerah Kepatuhan Terhadap
Pelaksanaan Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah
23 Pembinaan Penyidik Persentase jumlah Persen 100 9.000.000 | 100 9.000.000 100% 100%
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) | rekomendasi audit internal
Kabupaten/Kota terkait regulasi di bidang
pengawasan dan fasilitasi
pengawasan
2.31 Pengembangan Kapasitas dan | Jumlah Laporan Hasil Laporan 12 9.000.000 12 9.000.000 100% 100%
Karier PPNS Pengembangan dan
Peningkatan Kapasitas
Pejabat PPNS Penegak Perda
12
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JUMLAH

Meningkatnya PROGRAM Persentase Perangkat 66,88 502.535.000 490.084.900 97,52%
Ketenteraman PENYELENGGARAAN Daerah yang Menerapkan
dan Ketertiban | KEISTIMEWAAN Manajemen Risiko
Umum YOGYAKARTA URUSAN
KEBUDAYAAN
3.1 Adat, Seni, Tradisi dan Persentase jumlah Persen 100 502.535.000 | 100 490.084.900 100% 97,52%
Lembaga Budaya rekomendasi audit internal
terkait regulasi di bidang
pengawasan dan fasilitasi
pengawasan
3.11 Pembinaan Jagawarga Jumlah Orang Mengikuti Orang 5.000 502.535.000 | 5.000 490.084.900 100% 97,52%
Pembinaan Jagawarga yang
Dibina
100% 17.233.703.316 16.450.501.041 95,46%

Sumber : Subbagian Program dan Keuangan, Satpol PP, 2025
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IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian target kinerja keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Bantul sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul bukan merupakan OPD penghasil
sehingga tidak ada sajian pendapatan.

b. Belanja
Untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya, maka pada tahun 2024 ini Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul mendapatkan alokasi Anggaran Belanja
sebesar Rp17.233.703.316,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2024

Uraian Jumlah
BELANJA OPERASI Rp 16.912.010.276
Belanja Pegawai Rp 6.225.677.980
Belanja Barang dan Jasa Rp 10.686.332.296
BELANJA MODAL Rp 321.693.040
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 271.693.040
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 50.000.000
Jumlah Rp 17.233.703.316

Sumber : Subbagian Program dan Keuangan, Satpol PP, 2025

Adapun Anggaran Belanja Perubahan sebesar Rp17.233.703.316,00 terealisasi
Rp16.450.501.041,00 (95,46 %) dengan rincian sebagai berikut :
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Tabel 3. 2

Pencapaian Anggaran Tahun 2024

No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
BELANJA OPERASI 16.912.010.276 | 16.136.654.741 | 95,42 %
1 | Belanja Pegawai 6.225.677.980 | 5.772.415409 | 92,72 %
2 | Belanja Barang dan Jasa 10.686.332.296 | 10.364.239.332 | 96,99 %
BELANJA MODAL 321.693.040 313.846.300 | 97,56 %
1 Belanja Modal Peralatan 271.693.040 264.346.300 | 97,30 %
dan Mesin
5 Belanja Modal Gedung dan 50.000.000 49.500.000 | 99,00 %
Bangunan
17.233.703.316 | 16.450.501.041 | 95,46 %

Sumber : Subbagian Program dan Keuangan, Satpol PP, 2025

Secara lebih detail gambaran realisasi belanja program, kegiatan, dan sub kegiatan

sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:
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Tabel 3. 3

Realisasi Belanja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024

PAGU ANGGARAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/
KOTA

9.529.980.399,00

3

REALISASI

4
9.058.197.973,00

LEBIH / (KURANG)

JUMLAH (Rp)

5=43
(471.782.426,00

%

6
95,05

1.05.01.2.01

Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

26.607.500,00

26.607.500,00

0,00

100

1.05.01.2.01.0001

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

8.377.500,00

8.377.500,00

0,00

100

1.05.01.2.01.0007

Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

18.230.000,00

18.230.000,00

0,00

100

1.05.01.2.02

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

7.873.105.388,00

7.415.454.720,00

(457.650.668,00

94,19

1.05.01.2.02.0001

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

6.113.067.980,00

5.659.805.409,00

(453.262.571,00

92,59

1.05.01.2.02.0003

Pelaksanaan Penatausahaan
dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

1.760.037.408,00

1.755.649.311,00

(4.388.097,00

99,75

1.05.01.2.05

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

437.452.100,00

434.274.780,00

(3.177.320,00

99,27
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1.05.01.2.05.0002

Pengadaan Pakaian Dinas
beserta Atribut
Kelengkapannya

PAGU ANGGARAN

36.338.000,00

REALISASI

36.335.000,00

LEBIH / (KURANG)
JUMLAH (Rp) %

5=4-3 6
(3.000,00] 99,99

1.05.01.2.05.0009

Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi

401.114.100,00

393.725.914,00

(3.174.320,00] 99,21

1.05.01.2.06

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

162.077.875,00

158.736.350,00

(3.341.525,00] 97,94

1.05.01.2.06.0002

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

38.491.435,00

38.480.850,00

(10.585,00] 99,97

1.05.01.2.06.0008

Fasilitasi Kunjungan Tamu

5.000.000,00

5.000.000,00

0,0 100

1.05.01.2.06.0009

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

113.606.800,00

110.277.500,00

(3.329.300,00] 97,07

1.05.01.2.06.0010

Penatausahaan Arsip Dinamis
pada SKPD

4.979.640,00

4.978.000,00

(1.640,00] 99,97

1.05.01.2.07

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

22.755.000,00

21.700.000,00

(1.055.000,00] 95,36

1.05.01.2.07.0005

Pengadaan Mebel

2.755.000,00

2.700.000,00

(55.000,00] 98,00

1.05.01.2.07.0006

Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

20.000.000,00

19.000.000,00

(1.000.000,00] 95,00

1.05.01.2.08

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

384.886.296,00

380.633.704,00

(4.252.592,00] 98,90

1.05.01.2.08.0003

Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor

384.886.296,00

380.633.704,00

(4.252.592,00] 98,90

1.05.01.2.09

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

623.096.240,00

620.790.919,00

(2.305.321,00] 99,63

1.05.01.2.09.0002

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

511.453.790,00

511.377.590,00

(76.200,00] 99,99

1.05.01.2.09.0006

Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

21.600.000,00

21.540.000,00

(60.000,00] 99,72

1.05.01.2.09.0009

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

90.042.450,00

87.873.329,00

(2.169.121,00] 97,59

1.05.02

PROGRAM PENINGKATAN
KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

7.201.187.917,00

6.902.218.168,00

(298.969.749,00] 95,85

1.05.02.2.01

Penanganan Gangguan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/
Kota

5.527.404.330,00

5.253.738.344,00

(273.665.986,00] 95,05

1.05.02.2.01.0003

Koordinasi Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum serta Perlindungan
Masyarakat Tingkat
Kabupaten/Kota

5.000.000,00

4.500.000,00

(500.000,00] 90,00

T N
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1.05.02.2.01.0004

Pemberdayaan Perlindungan
Masyarakat dalam rangka
Ketentraman dan Ketertiban
Umum

PAGU ANGGARAN

478.808.548,00

REALISASI

471.204.564,00

LEBIH / (KURANG)

JUMLAH (Rp)

5=4-3
(7.603.984,00

%

6
98,41

1.05.02.2.01.0005

Peningkatan Kapasitas SDM
Satuan Polisi Pamongpraja
dan Satuan Perlindungan
Masyarakat Termasuk dalam
Pelak